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ABSTRAK : -

CATATAN : -

Peraturan Kepala Badan ini merupakan petunjuk bagi unit organisasi

di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam

menyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP), yang terdiri dari

1. Rencana Strategis,

Perjanjian Kinerja,

Pengukuran Kinerja,

Pengelolaan Data Kinerja, dan

. Pelaporan Kinerja yang dilengkapi dengan dokumen Indikator
inerja Utama.

Dengan berlakunya peraturan Kepala Badan ini, maka peraturan

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun

2013 tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi,

dan Geofisika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
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